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KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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TENTANG
PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL
(REVISI 11)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016,  Perhutanan
Sosial diberikan dalam bentuk hutan desa, hutan
kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan
kehutanan dan hutan adat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016,
pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat berdasarkan Peta Indikatif Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS);

c. bahwa Peta Indikatif dan Arcal Perhutanan Sosial
sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan
oleh menteri dan direvisi setiap 6 (enam) bulan
sekali oleh Direktorat Jenderal yang membidangi
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas
nama Menteri dengan memperhatikan masukan dari
masyarakat, perubahan tata ruang, pembaharuan
data perizinan, penetapan tata hutan dan RPHJP
KPHL/KPHP, penetapan usulan Perhutanan Sosial,
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan,
penyempurnaan kebijakan dan/atau peraturan;

d. bahwa ...
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d. bahwa Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial

(Revisi II) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3511/MENLHK-
PKTL/SETDIT/KUM.1/5/2018 perlu dilakukan

revisi,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta
Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi III);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan;
Undiang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Konservasi Tanah dan Air;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004

tentang Perencanaan Kehutanan;

12.Peraturan ...



